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BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

:a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip ditetapkan

oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dar Arsip Nasional
Republik Indonesia;

b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Arsip Nasional Indonesia

Nomor : B-PK.02.09/48/2018 Tanggal 27 Pebruari 2018 perihal
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Pemernintahan
Daerah Kabupaten Grobogan, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
Kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara di
sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;

c. banwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur
Sipil Negara dan Pejabat Negara;

: 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah:




. Undang-Undang Ncmor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Undang-UUndang Nomaor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah . (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembzran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintzh Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15
Tahun 2012 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 228);

. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
15);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun
2017 tentang Penvelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomer 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

FASILITATIF KEPEGAWAIAN APARATUR SIPFIL NEGARA DAN

PEJABAT NEGARA.
BAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Daersh adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah o‘onom.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Lembaga Kearsipan Dacrah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan tata
kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perscorangan dalam pelaksanaan kchidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

. Jadwal Retensi Arsip Pejabat Negara adalah Jadwal Retensi Arsip mengenai

arsip perseorangan yang merupakan rekaman perjalanan karier Aparatur Sipil
Negara /| Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara
Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan yaitu Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Walkil Ketua dan anggota
Dewzn Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil
ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Anggnta DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan
Perwnkilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instans: pemerintah.

12.Jadwal Rctensi Arsip Kepegawaian adalah Jadwal Retcnsi Arsip khusus
mengenal Arsip ASN dan Pejabat Negara.

13. Berkas Perorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier
orang perorang, pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi
sckurang-kurangnya }angka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penctapan suatu jenis arsip
dimusnahkan atau dipermanenkan yang dipergunakan secbagai pedoman
penyusutan dan penyelamatan arsip.

15. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap
suatu jenis arsip.

16. Jangka Waktu Simpan (retensi) adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip
pada unit pengolah dan atau unit kearsipan.

17.Jangka Waktu Simpan (retensi) Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis
arsip pada unit pengolah. Jangka waktu simpan arsip aktif dihitung sejak arsip
diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses.

18. Jangka Waktu Simpan (retensi) Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis
arsip pada unit kearsipan/pusat arsip. Jangka weaktu simpan arsip inaktif
dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilai gunanya untuk
kepentingan referensi berakhir.

19, Musnah pada kolom “Keterangan” adalah keterangan yang menyatakan bahwa
suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyvimpanannya
telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.

20. Permanen pada kolom “Keterengan” adalah keterangan yang menyatakan
bahwa suatu jemis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna
primer, wajib diserahkan kepada lembagz kearsipan daerah sebagai bukti
pertanggungjawab sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

21. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunsannya bagi
kepentingan pengguna arsip.

22. Nilai Guna Pruner adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi
kepentingan lembaga/instansi pencipta arsip.

23. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip
bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya
sehagai bahan bukti pertanggungjawaban nasiona!l dan memori kolektif bangsa.



BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian
ASN dan Pejabat Negara adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu
penyimpanan dan penyusutan arsip kepegawaian ASN dan Pejabal Negara seria
pejabat lainnya di lingkurgan Pemerintah Daerah.

BAB I
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

(1) Ketentuan mengenai JRA Fasilitatif Kepegawaian ASN dan Pejabat Negara seria
pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) JRA Fasilitatif Kepcgawaian ASN dan Pejabat Negara serta pejabat lainnya di
lingkungar Pemerintah Daerah memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu
simpan, dan keterangan.

(3) Jenis Arsip Kepegawaian ASN dan pejabat Negara serta pejabat lainnya pada
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. formasi pegawai;
pengadaan pegawali,
pembinaan karir pegawai;

p oo oo

penyelesaian pengelolaan keheratan pegawai:
mutasi pcgawai;

administrasi pegawai;

kesejahteraan pegawai;

pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun;
persclisihan /sengieta kepegawaian;
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j- usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/ janda/ dudanya dan
ASN yang tewas,

k. berkas perseorangan ASN;

berkas perscorangan pejabat Negara;

m. berkas perseorangan pejabat lainnya; dan

berkas perseorangan kepala desa
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(4) Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan batas paling singkat jangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian.

(5) Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebaggimana dimsksud pada ayat (2)
ditentukan untuk retensi aktif dan inaktif.

(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rekomendasi yang
menetapkan arsip dimusnahkan atau dipermanenkan.

Pasal 4

(1) Penentuan retensi arsip ASN dan pcjabat negara serta pejabat lainnya dihitung
sejak kegiatan dinyatakan selesai.

(2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak selesainya hak dan kewajiban ASN dan pejabat negara serta pejabat
lainnya dan/atau sctiap tahun anggaran berakhir.

Pasal S

Rekomendasi yang dituangkan dalam kolom ketcrangan ditetapkan berdasarkan

pertimbangan, sebagai berikut :

a. musnah, apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai
guna; atau

b. permanen, apabila dianggap memiliki nilai guna kescjarahan, nilai guna primer
dan/atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
pimpinan Perangkat Daerah.

BAB IV
FEMEIAYAAN
Paszal 7
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BABV
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturen Bupati ini dengan pcncmpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

da tanggal , 21- 5~ 208 -
;ﬂ ATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI f{

£

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal , 21- 5- 2008

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR :
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